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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NOMOR: 300.2.11/51/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA DITETAPKAN SEBAGAI INFORMASI TERBUKA

Menimbang : a. bahwa  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian
penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan
sehingga bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Purbalingga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam  Lingkungan  Provinsi Jawa  Tengah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 10); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten  Purbalingga  Tahun  2016  Nomor  12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
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8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan
Informasi  Publik  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Purbalingga;

9. Keputusan Bupati  Purbalingga Nomor 555/  130 Tahun 2023 Tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Klasifikasi  Informasi  yang  Dikecualikan  yang  habis  jangka  waktunya

ditetapkan sebagai Informasi terbuka.
KEDUA : Klasifikasi  Informasi  yang  Dikecualikan  yang  habis  jangka  waktunya

sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  ditetapkannya  Keputusan  ini
dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Purbalingga
5 Agustus 2026
 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
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R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
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LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 300.2.11/51/2026
TANGGAL : 5 Agustus 2026

LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA
DITETAPKAN SEBAGAI INFORMASI TERBUKA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2026

No. Ringkasan Isi Informasi Pejabat 
Yang 
Menguasai 
Informasi

Penanggung
jawab 
Pembuatan 
Informasi

Waktu 
Pembuatan/ 
Penerbitan 
Informasi

Bentuk 
Informasi 
Yang 
Tersedia

Jangka 
Waktu 
Penyimpanan

Jenis Media Yang 
Memuat Informasi

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Neraca Tahun 2025 PPID 

Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

4 Daftar Aset Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

5 Laporan Operasional Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

6 Laporan Arus Kas Tahun 2025 PPID PPID 2026 Softcopy 1 tahun https://
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Pelaksana 
Bakeuda

Pelaksana 
Bakeuda

& 
hardcopy

ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

7 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

8 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

10 Opini BPK RI Tahun 2025 PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

PPID 
Pelaksana 
Bakeuda

2026 Softcopy 
& 
hardcopy

1 tahun https://
ppid.purbalinggaka
b.go.id/informasi-
berkala/

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

${ttd}

R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 197504172010011011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

		2026-08-05T12:04:20+0700
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




